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Kata Pengantar

Dalam 5 (lima) tahun terakhir seiring dibukanya kran demokrasi dan 
kebebasan menyampaikan pendapat, kebhinekaan kita mendapat tantangan 
yang serius. Salah satunya adalah munculnya polemik ujaran kebencian 
yang telah menimbulkan banyak konflik sosial.  

Ujaran kebencian atau sering disebut dengan istilah hate speech selama ini 
muncul antara lain disebabkan oleh faktor suku, agama, aliran keyakinan/
kepercayaan, ras, dan antar golongan (SARA).

Laporan utama Update Indonesia bulan November 2015 kali ini mengangkat 
judul “Hate Speech dalam Ruang Kebebasan Berpendapat”. Bidang ekonomi 
membahas “Infrastruktur dan Harapan Pertumbuhan di Perbatasan”. 
Bidang politik membahas “Catatan Hari Toleransi Internasional dan 
Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”. Bidang sosial membahas 
“Catatan Untuk Tim Delegasi Indonesia Pada COP 21 Paris”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen 
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, 
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Hate Speech dalam Ruang Kebebasan 
Berpendapat 

Berbeda-beda tapi tetap satu jua, bhineka tunggal ika. Begitulah 
bangsa Indonesia selama berabad-abad hidup dalam kebhinekaan 
dan toleransi. Selama itu pula bangsa Indonesia menikmati hidup 
berdampingan, saling menghargai perbedaan dalam keberagaman.

Namun bukan berarti bahwa bangsa Indonesia selama itu pula 
nihil konflik dan ketegangan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir 
seiring dibukanya kran demokrasi dan kebebasan menyampaikan 
pendapat, kebhinekaan kita mendapat tantangan yang serius. Salah 
satunya adalah munculnya polemik ujaran kebencian yang telah 
menimbulkan banyak konflik sosial. 

Ujaran kebencian atau sering disebut dengan istilah hate speech 
selama ini muncul antara lain disebabkan oleh faktor suku, agama, 
aliran keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan (SARA). Hal 
ini dipertegas oleh Adrinus Meliala, Komisioner Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas), bahwa hate speech bukanlah kebencian 
yang sifatnya personal, melainkan kebencian yang bersifat serangan 
pada primordial yaitu SARA (www.bbc.com, 5 November 2015).

Berdasarkan ketentuan di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia (SE Kapolri), Nomor SE/06/X/2015 tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech, selain SARA, 
hate speech bisa juga menyentuh soal warna kulit, etnis, gender, 
kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual yang secara potensial 
dapat menyulut konflik dan kekerasan. Terutama yang bersifat 
komunal atau antarkomunitas (masyarakat) dimana titik tekan 
sebenarnya adalah “penghasutan” dan “provokasi”.

Sekolompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang resah dengan 
berbagai kerusuhan berbau SARA menganggap selama ini pihak 
kepolisian hanya bertindak secara represif yakni pasca terjadinya 
kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Polri 
dibawah komando Badrodin Haiti merespon desakan tersebut 
yang pada akhirnya terbit SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran 
Kebencian atau Hate Speech pada 8 Oktober 2015 lalu.

Laporan Utama
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Menyikapi SE Kapolri tentang Hate Speech

Terbitnya SE Kapolri, Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 
2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech 
telah banyak dipersoalkan oleh masyarakat. Ada pihak yang pro, 
ada pihak yang kontra terhadap surat edaran itu.

Sebenarnya SE Kapolri tersebut dimaksudkan Polri sebagai pedoman 
atau instruksi di kalangan internal kepolisian. Tujuan utamanya 
antara lain untuk mencegah konflik sosial di antara masyarakat 
terutama yang menyentuh persoalan SARA. Sebab selama ini 
telah sering terjadi kasus kekerasan, amuk masa, konflik sosial, 
bahkan pembunuhan yang dipicu oleh faktor hate speech seperti di 
Sampang, Cikeusik, Tolikara, dan Singkil.

Akan tetapi tidak semua masyarakat mendukung pelaksanaan 
secara efektif SE Kapolri tersebut karena menilai SE Kapolri tentang 
penanganan hate speech sebagai upaya membunuh demokrasi. 
Sebab dalam SE Kapolri yang tergolong tindakan hate speech bukan 
hanya provokasi, dan penghasutan saja melainkan juga penghinaan, 
pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, 
dan penyebaran berita bohong. Ketentuan tersebutlah yang 
dicurigai akan memberangus hak kebebasan berpendapat, 
terutama kaitannya dengan kritik dan resistensi masyarakat kepada 
Pemerintah.

Dari sini penulis memandang bahwa secara umum masih banyak 
yang menganggap hate speech adalah bagian dari kebebasan 
berpendapat sehingga harus dilindungi oleh hukum. Kritik 
pemerintah, beropini, disamakan dengan hate speech. Padahal kalau 
kita cermati yang dimaksud dengan tindakan ujaran kebencian di 
dalam SE Kapolri disyaratkan memiliki tujuan atau bisa berdampak 
pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau 
konflik sosial. 

Sehingga dapat kita pahami bahwa ada 3 (tiga) komponen utama 
yang harus dipenuhi oleh ekspresi dari sebuah ujaran kebencian yang 
dapat dikategorikan sebagai hate speech. Pertama, intend (mens 
rea), kedua menghasut, ketiga mendorong diskriminasi, kekerasan, 
dan permusuhan atas dasar SARA, orientasi seksual, dan difabel. 
Ujaran kebencian dianggap sebagai pemantik terjadinya konflik dan 
pihak hate speeker inilah yang hendak diredam “speechnya” untuk 
mencegak konflik.

Laporan Utama
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Penulis mencoba memahami keresahan masyarakat karena SE 
Kapolri memasukkan ketentuan tentang penghinaan, pencemaran 
nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan dan 
penyebaran berita bohong atau fitnah yang sebenarnya juga telah 
termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dan Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sudah cukup banyak orang yang diadili dan divonis karena melanggar 
pasal 310 dan 311 KUHP serta UU ITE tentang pencemaran nama 
baik dan perbuatan tidak menyenangkan misalnya. Banyak yang 
menilai KUHP dan UU ITE ini multi interpretasi dan sanksinya 
terlampau berat. Kasus Prita Mulyasari adalah salah satu contohnya.

Namun perlu kita cermati kembali bahwa ketentuan tindakan yang 
tergolong ujaran kebencian yang ada di dalam SE Kapolri dengan 
yang ada di dalam KUHP dan UU ITE jelas berbeda. Perbedaannya 
terletak pada elemen atau unsur mendorong, melakukan kekerasan, 
diskriminasi dan atau permusuhan. Misalnya ketentuan Pasal 310 
tentang penghinaan di dalam KUHP berbeda dengan yang ada dalam 
SE Kapolri sebab tidak memenuhi komponen menghasut untuk 
mendorong melakukan diskriminasi, kekerasan dan permusuhan 
atas nama SARA.

Sesungguhnya pasal-pasal yang dicantumkan oleh Polri dalam surat 
edaran tersebut akan tetap “hidup” walaupun tidak disebutkan 
dalam surat edaran sebab telah diatur juga dalam KUHP, UU ITE dan 
undang-undang lainnya yang menjadi rujukan SE Kapolri tersebut. 
Sehingga menurut penulis secara hukum tidak ada relevansinya 
antara SE Kapolri dengan tuduhan membangkitkan pembungkaman 
kebebasan berpendapat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Ujaran Kebencian sebenarnya merupakan wacana yang sudah 
cukup sering diperbincangkan oleh para pemikir dan aktivis, 
terutama mereka yang peduli pada persoalan toleransi, keragaman 
dan perdamaian. Jauh sebelum Kapolri melansir persoalan ini, 
para pemikir dan aktivis telah melontarkan keprihatinan terhadap 
fenomena hate speech yang sangat potensial memicu konflik, 
anarkisme, dan kekerasan.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa hate speech jelas bisa memicu 
konflik dan kekerasan, maka memang sudah selayaknya bahkan 
merupakan suatu keharusan untuk menangani kasus ini. Oleh 

Laporan Utama
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karenanya penulis mengapresiasi itikad baik Polri dalam menangani 
perkara yang berbau hate speech ini melalui  upaya preventif dan 
upaya represif.

Dalam  kaca mata penulis, kebijakan Polri untuk mengedepankan upaya 
preventif yakni dengan cara mendeteksi dini bibit-bibit pertikaian, 
melakukan pendekatan terhadap para pihak, mempertemukan para 
pihak, dan mencari solusi untuk mendamaikan dan memberikan 
pemahaman akibat dari hate speech dan konflik sosial ini adalah 
bukti itikad baik Polri.

Kepolisian harus benar-benar aktif dan waspada dan berperan utama 
untuk mencegah konflik dan kekerasan akibat hate speech. Namun 
kepolisian juga harus kritis dan waspada jangan sampai SE Kapolri 
diterapkan berlebihan hingga berimplikasi memasung demokrasi dan 
kebebasan. Harus ada pembedaan antara hate speech dan kritik. 
Pernyataan kritis terhadap pejabat publik harus dapat dilihat sebagai 
proses demokrasi yang sehat.

Namun masyarakat sendiri harus bisa menempatkan kritik terhadap 
pejabat publik atau siapapun secara bertanggungjawab. Jangan 
sampai kebebasan berekspresi dan berpendapat diartikan sebagai 
bebas yang sebebas-bebasnya tanpa didasari prinsip kebebasan 
yang bertanggung jawab secara baik dan benar. Misalnya dengan 
menghujat pihak atau kelompok lain hingga menyentuh ranah privat 
(pribadi) terlebih menyangkut SARA, orientasi seksual, dan difabel.

Setiap orang secara konstitusional memiliki hak untuk berekspresi 
dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam menggunakan hak itu 
setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya. Hal 
ini berlaku bagi siapapun entah itu individu, komunitas, lembaga 
(termasuk media massa), organisasi, unsur-unsur pemerintahan 
(state) dan sebagainya, baik di dunia nyata maupun maya.

-Zihan Syahayani -

Seseorang tidak dapat 
hanya mengekspresikan 
“kebebasan”, 
namun enggan 
“bertanggung jawab”, 
jika kebebasannya 
menabrak atau 
menggerus “kebebasan” 
orang lain. Kebebasan 
juga mensyaratkan 
keseimbangan antara 
hak dan kewajiban.
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Selama beberapa puluh tahun kebelakang kawasan perbatasan 
Indonesia selalu saja disandera oleh beragam masalah yang 
tidak kunjung usai diselesaikan. Permasalahan pembangunan 
seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan minimnya 
infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, merupakan sedikit 
potret dari realitas yang menjadi keseharian masyarakat di daerah 
perbatasan.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan 
langsung dengan beberapa negara, memiliki setidaknya 39 
kabupaten/kota yang berada di posisi terluar yang masuk kedalam 
kategori wilayah tertinggal. Beberapa dari daerah tersebut berada 
di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa 
Tenggara Timur (NTT), yang mana memiliki perbatasan darat 
dengan negara-negara tetangga.

Dari perdebatan yang berkembang mengenai pengelolaan kawasan 
perbatasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma yang 
selama ini diterapkan oleh pemerintah terkait kawasan perbatasan 
tidak cukup tepat. Pengelolaan wilayah perbatasan pada masa lalu 
hanya ibarat menyandingkan daerah perbatasan sebagai “halaman 
belakang” wilayah Indonesia.

Implikasi dari mindset yang ada tersebut mengakibatkan 
ketertinggalan daerah perbatasan dibandingkan dengan wilayah 
lainnya. Akibat lainnya adalah pengelolaan kawasan perbatasan yang 
seharusnya dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi 
potensi sumber daya alam menjadi sangat minim sekali.

Apabila membandingkan kondisi wilayah Indonesia di wilayah 
perbatasan dengan wilayah yang sama di negara tetangga, hasilnya 
tentu sangat mengecewakan. Bappenas dalam studinya tahun 2004 
telah berhasil mengkomparasikan wilayah perbatasan Indonesia 
dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa apabila dibandingkan 

Infrastruktur dan Harapan Pertumbuhan 

di Perbatasan

Ekonomi
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dengan Timor Leste, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah 
Utara, dan Kabupaten Belu memiliki kondisi masyarakat yang sedikit 
lebih baik dibandingkan dengan kawasan Oecusse dan Bobonaro di 
Timor leste. Namun kondisi yang lebih baik tersebut juga ternyata 
masih buruk.

Berbeda dengan perbatasan darat dengan Timor Leste, kondisi 
masyarakat di Desa Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura terlihat 
tidak jauh berbeda atau menunjukan hasil yang serupa dengan 
kondisi masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Wutun, Provinsi 
Sandaun, Papua Nugini.

Perbedaan kesejahteraan justru terlihat cukup jelas di perbatasan 
antara Indonesia dengan Malaysia. Masyarakat Malaysia yang 
tinggal di wilayah Serawak terlihat jauh lebih sejahtera dibandingkan 
dengan masyarakat Indonesia yang menghuni kawasan utara 
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kesenjangan yang ada, terutama di perbatasan Malaysia, membuat 
banyak masyarakat Indonesia tidak melakukan aktivitas ekonomi 
di dalam negeri. Sering pula dalam liputan khusus media lokal yang 
mengulas kondisi masyarakat perbatasan menampilkan bahwa 
Rupiah tidak lagi digunakan sebagai medium transaksi di daerah 
perbatasan. Belum lagi aktivitas ilegal lainnya yang jamak ditemui 
seperti keluar masuk perbatasan secara bebas yang tidak mengikuti 
prosedur yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan seperti ini tentu berpotensi menciptakan 
kerugian bagi perekonomian negara karena aktivitas ekonomi yang 
seharusnya dapat dilakukan di dalam negeri cenderung berpindah 
ke tempat lainnya. Namun masyarakat yang menghuni wilayah 
perbatasan tidak serta merta dapat disalahkan. Kondisi yang 
sedemikian ini membuat mereka tidak memiliki pilihan lainnya untuk 
sekedar dapat bertahan hidup.

Tahun Pembangunan Infrastruktur

Jawaban dari masalah yang kian berlarut-larut di kawasan 
perbatasan kini sedikit demi sedikit menemui titik terang. Presiden 
Joko Widodo melalui Nawacita menuangkan bahwa pemerintah 
ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan 
janji ini dapat diartikan bahwa dalam lima tahun kedepan setidaknya 
akan ada pembangunan di daerah-daerah, termasuk di kawasan 

Ekonomi
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perbatasan, sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Implementasi dari rencana pembangunan perbatasan kini sudah 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Dengan kondisi ini setiap 
Kementerian/Lembaga diwajibkan membuat rencana strategis 
untuk mencapai target pembangunan perbatasan di RPJMN. 
Dalam program pembangunan perbatasan, 10 daerah akan 
dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 
dan 187 kecamatan perbatasan telah masuk menjadi lokasi prioritas 
pembangunan pemerintah.

Kantor Staf Kepresidenan melangsir bahwa pembangunan 
infrastruktur di daerah perbatasan kini sudah dimulai dan sedang 
dikebut pengerjaannya. Spesifik dalam kasus ini, pemerintah 
memang patut untuk diapresiasi kinerjanya mengingat bahwa 
negara sudah hadir tidak hanya bagi warga di perkotaan Pulau Jawa, 
melainkan juga mereka yang tinggal di daerah-daerah perbatasan.

Menurut Progress Report Jalan Perbatasan tahun 2015, di 
Kalimantan panjang jalan total yang sudah berhasil dibuat sudah 
mencapai 441,7 km. Hal ini masih memerlukan 329,66 km tambahan 
sesuai dengan janji yang sudah dibuat pemerintah. Di NTT hingga 
akhir tahun 2015 pemerintah telah menyelesaikan setidaknya 47 km 
jalan raya. Sedangkan di Papua, pemerintah melalui Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah merampungkan 
pengerjaan jalan sepanjang 4.325 km. Kegiatan pembangunan 
infrstruktut ini tentunya masih akan berlanjut hingga dua tahun 
mendatang (ksp.go.id., Agustus,2015).

Harapan Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru

Secara teoritis  daerah yang ditetapkan sebagai PKSN akan 
didorong untuk menjadi kawasan perkotaan yang dapat mendorong 
pengembangan kecamatan perbatasan di sekitarnya. Penelitian 
dengan judul Socio-Economic Impact of Infrastructure Investment 
karya Snieska dan Simkunaite (2009) telah menampilkan bukti 
empirik bahwa infrastruktur telah memainkan peran yang sangat 
penting, tidak hanya bagi masyarakat secara umum, tetapi juga 
membangkitkan gairah bisnis di lingkungan infrastruktur tersebut 
dikerjakan.

Alhasil dengan pengerjaan yang cukup masif ini diharapkan bahwa 
daerah-daerah perbatasan tidak lagi bergantung dengan wilayah 
lain, melainkan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi negara 

Ekonomi
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dan mampu membantu daerah di sekitarnya dalam mengakselerasi 
tercapainya kapasitas ekonomi yang efisien di wilayah tersebut.

Kondisi yang ada di kemudian hari juga diharapkan dapat menarik 
investor-investor baru dalam rangka menciptakan pertumbuhan 
ekonomi di wilayah perbatasan. Situasi infrstruktur yang sudah 
memadai diharapkan dapat menjemput bola ekonomi baru yang 
bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat perbatasan yang sudah lama 
berpuasa dari keuntungan ekonomi.

Terlebih, penyediaan infrastruktur selain berdampak positif terhadap 
kegiatan ekonomi, juga berimplikasi positif terhadap kepentingan 
sosial dan hubungan kultural di daerah perbatasan. Hal tersebut 
dikarenakan kesamaan etnik dan budaya, seperti perkawinan, 
kematian, dan ritual lainnya. Dengan adanya peningkatan kualitas 
dan kuantitas penyediaan infrastruktur di daerah perbatasan maka 
mendorong perbaikan dan peningkatan hubungan sosial baik antar 
masyarakat Indonesia, maupun dengan warga negara tetangga.

-Muhammad Reza Hermanto– 

Ekonomi

Melalui pengerjaan 
infrastruktur yang 
masif diharapkan 
bahwa daerah-
daerah perbatasan 
tidak lagi bergantung 
dengan wilayah lain, 
melainkan menjadi 
sumber pertumbuhan 
baru bagi negara dan 
mampu membantu 
daerah di sekitarnya 
dalam mengakselerasi 
percepatan 
pertumbuhan ekonomi 
di wilayahnya.
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Catatan Hari Toleransi Internasional dan Kebebasan 
Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Politik

Sejak tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menetapkan tanggal 16 November sebagai hari toleransi 
internasional. Pesan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, di 
hari toleransi internasional tahun ini menekankan toleransi 
memerlukan investasi oleh Negara pada masyarakat. Sekjen PBB 
juga menyerukan untuk membangun masyarakat yang didirikan 
pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, “di mana 
ketakutan, ketidakpercayaan dan marginalisasi yang digantikan 
oleh pluralisme, partisipasi dan menghormati perbedaan (unic-
jakarta.org, 16/11). 

Pesan ini sesungguhnya relevan dengan kondisi yang terjadi di 
Indonesia saat ini. Dimana kasus-kasus intoleransi khususnya 
yang berlatar belakang pendirian rumah ibadah semakin hari 
semakin marak terjadi di Indonesia. Setelah kasus Singkil, 
Manokwari, yang terbaru terjadi pembakaran terhadap rumah 
ibadah Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Rembang serta 
penolakan pendirian Masjid As-Syuhada di Bitung. 

Hal ini jelas menjadi keprihatian dan cukup mengkhawatirkan 
terhadap perjalanan bangsa ini.  Padahal kebebasan dan 
kerukunan beragama di Indonesia telah diatur di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28 E mengenai kebebasan beragama 
dan beribadah; serta pasal 29 yang memberikan jaminan 
menjalankan agama dan kepercayaan. Namun sayangnya 
amanat konstitusi ini belum terlaksana hingga kini. 

Salah satu penyebab konflik pendirian rumah ibadah karena 
kebijakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) yang 
menjadi pedoman hingga saat ini. Kebijakan ini justru menjadi 
dasar untuk mempersulit umat beragama untuk mendirikan 
rumah ibadahnya. 

Pada pasal 14 ayat 2 (a) disebutkan bahwa diperlukan daftar 
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nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang 
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas 
wilayah. 

Kemudian di poin (b) disebutkan bahwa diperlukan dukungan 
masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh 
Lurah/Kepala desa. Persoalan persyaratan administrasi inilah 
yang biasanya akan memunculkan permasalahan yang berujung 
konflik. 

Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tidak memiliki 
political will menyelesaikan persoalan ini. Bahkan banyak 
Kepala Daerah yang kurang mengganggap hal ini bukan bagian 
dari program prioritas utamanya. Banyak Kepala Daerah yang 
memprioritaskan program-program yang bersifat populis di 
mata masyarakat. Hal ini jelas karena program-program yang 
bersifat populis menyangkut dengan kepentingan Kepala Daerah 
tersebut untuk kelangsungan pemerintahannya maupun untuk 
menjaga peluangnya terpilih kembali di periode selanjutnya.

Padahal jika Kepala Daerah tersebut menyadari bahwa pembiaran 
terhadap persoalan ini, maka akan mengganggu ketentraman 
dan ketertiban di daerah tersebut di kemudian hari. Ketika 
ketentraman dan ketertiban daerah terganggu maka pelayan 
publik dan pembangunan daerah akan terhambat, sehingga 
masyarakat akan menjadi korban. 

Ditambah lagi, Pemerintah baik pusat maupun di daerah tidak 
dapat bertindak adil jika sudah berhadapan dengan tekanan 
massa. Seharusnya Pemerintah dapat menegakkan hukum 
secara tegas dan adil. 

Karena sebagai bentuk dari pelayanan publik, kebijakan pendirian 
rumah ibadah harus bersifat non-diskriminatif, dan menjamin 
adanya persamaan warga tanpa membedakan asal usul, suku, 
ras, etnik, agama. Pelayanan publik harus responsive terhadap 
berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. 

Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi 
berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. 
Dengan demikian karakter dan nilai yang terkandung di dalam 
pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang 
ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat dinamis maka 
karakter pelayan publik juga harus selalu berubah mengikuti 

Politik
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perkembangan masyarakat (Agus Dwiyanto, 2006).

Rekomendasi

Maraknya konflik pendirian rumah ibadah memerlukan perhatian 
serius dari Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu menurut 
pendapat penulis diperlukan beberapa langkah,  pertama, 
mencabut PBM 2006, karena aturan ini dirasakan diskriminatif 
dan kurang efektif dalam pelaksanaannya. 

Kedua, Pemerintah dan DPR mendorong secara serius RUU 
Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). RUU PUB yang 
tengah digulirkan pemerintah diharapkan menjawab problematika 
yang berkembang saat ini. Dengan adanya UU diharapkan dapat 
memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik 
pusat dan daerah untuk mengatur kerukunan agama (khususnya 
yang menyangkut pengaturan pendirian rumah ibadah) dengan 
non-diskriminatif.

Ketiga, mendesak kepada pemerintah untuk secara tegas dalam 
menegakkan hukum. Penegakkan hukum ditujukan kepada 
siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama dan 
keyakinannya. Ketegasan terhadap kelompok intoleran yang 
melakukan tindak kekerasan atas nama agama.  

Keempat, mendorong pemerintah untuk memasifkan pendidikan 
multikultural. Diperlukan pendidikan yang menghargai dan 
menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. 
Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang 
sangat urgen untuk disosialisasikan kepada aparatur birokrasi, 
tokoh agama serta masyarakat terutama generasi muda.

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Kasus-kasus intoleransi 
khususnya yang berlatar 
belakang pendirian 
rumah ibadah semakin 
hari semakin marak 
terjadi di Indonesia.
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Pertemuan Conference of Parties (COP) negara peserta 
Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang ke-21 akan diadakan 
awal Desember nanti di Paris, Perancis. COP 21 ini penting 
karena  akan membahas kesepakatan setelah periode kedua 
Protokol Kyoto yang akan selesai pada 2020. 

Kesiapan Indonesia ‘bertempur’ dalam ajak negosiasi iklim 
tersebut dipertanyakan. Bukan hanya karena kurangnya 
konsultasi publik yang dilakukan pemerintah menghadapi momen 
ini, tetapi juga karena kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan 
perubahan iklim yang diyakini juga akan menjadi pembahasan 
atau pertanyaan global atas komitmen Indonesia dalam 
menghadapi perubahan iklim. 

Masalah tersebut misalnya terkait kebakaran hutan. Kebakaran 
hutan yang terjadi beberapa bulan belakangan di Indonesia 
diyakini bisa mempercepat perubahan iklim.  Per 5 Oktober 
2015, selama 110 hari kebakaran, luas total kebakaran hutan 
sekitar 849,616 hektar dan lahan gambut adalah seluas 513,384 
hektar (Walhi, 2015).

Indonesia penting untuk ambil peran penting dalam negosiasi 
perubahan iklim termasuk di COP 21 ini. Hal ini tidak lepas dari 
posisi strategis Indonesia dalam isu perubahan iklim itu sendiri.

Posisi ‘Strategis’ Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim

Indonesia memegang peranan penting dalam isu perubahan 
iklim, karena penduduk terbanyak kelima, growing economy 
dan juga luas hutan ketiga terluas di dunia. Ironisnya, 60% emisi 
berasal dari penghancuran hutan dan lahan gambut.

Trend penghancuran hutan saat ini kemungkinan akan 
menyebabkan Indonesia kehilangan hutan sebesar 25% dari yang 
ada saat ini, di tahun 2030. Deforestasi Indonesia menyumbang 

Sosial

Catatan Untuk Tim Delegasi Indonesia Pada 
COP 21 Paris
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30-40% emisi deforestasi global di periode 2000-2010.

Kondisi yang terjadi sebagai akibat perubahan iklim di Indonesia 
adalah, beberapanya musim hujan cenderung lebih lebat dan 
musing kering cenderung lebih ekstrim. 

Selain itu, Met Office Hadley Centre (2014) melaporkan bahwa 
peningkatan suhu yang diproyeksikan untuk seluruh wilayah 
Indonesia umumnya konsisten di kisaran 2-2,5%.

Perubahan iklim yang terjadi juga berpotensi mempengaruhi 
ekonomi, struktur hidup, ekosistem dan risiko khusus yang 
tinggi pada daerah-daerah tertentu. Hal-hal tersebutlah yang 
membuat Indonesia penting ambil peran penting dalam negosiasi.

Catatan untuk Tim Delegasi Indonesia Pada COP 21

Melihat arti penting Indonesia pada negosiasi iklim di COP 21 
dan betapa persoalan terkait dampak perubahan iklim masih 
massif di Indonesia, maka penting, menurut penulis, tim delegasi 
Indonesia pada COP 21 ini untuk memperhatikan beberapa hal 
berikut. 

Pertama, komitmen Indonesia di Pertemuan G20 di Pittsburg 
tahun 2009,  adalah menurunkan emisi 26% tahun 2020 
dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. 
Sedangkan di dalam dokumen INDC (Intended Nationally 
Determined Contribution) Indonesia, dikeluarkan pada 24 
September 2015, target penurunan di 2030 sebesar 29% dengan 
kemampuan sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. 

Penting kemudian, tim delegasi Indonesia memaparkan hasil 
kajian yang disertai bukti-bukti kenapa Indonesia ‘lebih optimis’ 
bisa menurunkan emisi lebih besar 3 persen dari komitmen awal 
di tahun 2009, di tengah masih banyaknya kasus yang notabene 
mempercepat perubahan iklim di Indonesia. 

Kedua, para aktor yang terlibat pada isu perubahan iklim di 
Indonesia. Para aktor kuncinya adalah pemerintah, masyarakat 
dan pihak swasta. Penting tim delegasi Indonesia, meyakinkan 
bahwa inisiasi-inisiasi yang dibangun dan dimajukan adalah 
dengan menempatkan para aktor ini pada posisi sebagai mitra 
dan bukan oposisi.

Sosial
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Artinya, kegiatan satu pihak bekerja sama dengan aktor lainnya, 
dan yang dikedepankan adalah bahwa segala inisiatif yang 
diambil adalah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia 
dan memberi perhatian khusus ke kelompok-kelompok paling 
rentan terpapar dampak perubahan iklim seperti petani, nelayan, 
perempuan, anak-anak pun masyarakat adat.

-Lola Amelia-

 

Sosial

Kebijakan iklim yang 
diambil pemerintah 
Indonesia harus 
memastikan bahwa 
itu adalah untuk 
melindungi seluruh 
masyarakat Indonesia 
dan memberi perhatian 
khusus ke kelompok-
kelompok paling rentan 
terpapar dampak 
perubahan iklim 
seperti petani, nelayan, 
perempuan, anak-anak 
pun masyarakat adat.
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, 
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan 
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan. 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu. 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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Program Riset  

RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, 
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah 
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan 
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) 
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk 
kampanye. 

Program Riset  
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja
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